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Parpol Harus Instropeksi

Buya Dukung Pem

JOGJA -- Mantan Ketya
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadi-
yah, Ahmad ‘Buya’ Syafii Maarif
mendukung wacana munculnya pe-
mimpin daerah dari jalur indepen-
den. Wacana tersebut bisa menjadi
pembelajaran dan instropeksi partai
. politik (Parpol). “Parpol harus in-

stropeksi diri sendiri kenaparakyat

lebih memilih yang independen,
‘bukan dati calon partai,” ujar Buya
di Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY), Kamis (17/3).
*  Menurut Buya, munculnya
nama Basuki Tjahaja Purnamaatau
Ahok, Risma dan Ridwan Kamil
sebagai pemimpin yang banyak
disukai masyarakat bukan karena
partai pendukungnya. Namun
karena sosok perorangan yang dini-

baik dalam kehidupan masygrékét;
Apa yang dilakukan Ahok yang
bersikukuh untuk memilih jalur

independen konstitusional untuk

menuju kursi Gubernur DKI Ja-
karta pada Pilkada 2017 dinilainya
sah-sah saja. Karenanya semua
pihak seharusnya tidak perlu mem-
permasalahkannya karena sudah
sesuai Undang-Undang (UU) dan
Mahkamah Konstitusi (MK). :

- Daripada mengurusijalur yang
ditempuh Ahok, parpol lebih baik
melakukan instropeksi terhadap
fungsi yang dimilikinya pada ma-

syarakat. Fenomena tersebut seb- -

agai penanda kalau fungsi parpol
sebagai penyalur aspirasi rakyat
sudah tidak lagi berjalan dengan

semestinya.

lai mampu membawa perubahan

» ke hal 7

Ahmad Syafii Maarif

Sambungan dari hal 1 :

Apalagi saat ini makin marak
praktik politik transaksional di
parpol. Persoalan itu bisa menjadi
bumerang parpol yang berperan

sebagai pilar demokrasi di Indo-

nesia. “Politik transaksional jadi
penyakit demokrasi kita saat ni,”
tandasnya. . '

~ Buya kembali' mengimbau,

‘parpol bisa menjalankan tugas

denganbaik. Salahsatunyadengan
memberikan pendidikan politik
bagi para anggotanya agar mereka
dapat menjadi wakil rakyat yang
baik. “Pimpinan pusat parpol juga

harus lebih banyak memberikan

peluang partai di daerah untuk
mandiri tanpa banyak dicampuri,”
tandasnya.

Sementara itu pengamat
Pusat Kajian Politik Universitas
Indonesia (Puskapol UI) Panji
Anugrah Permana mengatakan,
keberadaan calon perseorangan
bukanlahdeparpolisasi(upayame-
nyingkirkan peran parpol), namun

kritik bagi partai politik. “Secara

riil tidak terjadi deparpolisasi, ini
kritik terhadap keberadaan partai
sekarang,” katanya di Jakarta,
Kamis.

Hal ini menanggapi isu yang
berkembangterkaitdenganungka-

pan deparpolisasi oleh Sekretaris
DPD PDIP Prasetio Edi Marsudi -

tentang majunya Ahok melalui
jalur perseorangan.

Iamenegaskan,ma]unyaAhok ,

melalui calon perseorangan tidak

menunjukanadanyadeparpolisasi.

Begitupuladukungan yangdiberi-
kan sejumlah masyarakat untuk
Ahokmajumelaluijalurperseoran-
gan. “Ini karena kemuakan ma-

syarakat terhadap partai politik

yang tidak membela masyarakat,
tapi }(epentingan,” tukasnya.
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Hal senada sebelumnya dis-
ampaikan oleh Direktur Utama
Survei Lintas Nusantara Emrus
Sihombing, Ia mengatakan calon
independen bukan berarti sebuah
upaya untuk mengerdilkan peran
partai politik atau deparpolisasi.
“Justru calon independen tersebut
sebagai tantangan dan motivasi
bagi partai politik untuk berbenah
diri sehingga mampu melahir-
kan pemimpin yang melampaui
kualitas calon independen,” ujar
pengajar Komunikasi Politik di
Universitas Pelita Harapan terse-
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, Revisi UU Pilkada

Sedangkan Ketua DPR Ade
Komarudin mengatakan insti-
tusinya tidak akan memaksakan
diri melakukan revisi terhadap
Undang-Undang nomor 8 tahun
2015 tentang Pilkada, karena
pemerintah telah mengeluarkan

tidak ada kesamaan itu maka tidak

penting dalam menyuarakan as-

pirasi masyarakat karena publik mungkin terjadi UU apapun itu,”
. kesulitan dalam mengakses partai  ujarnya.
- politik. - ' Dia membantah wacana yang

berkembang bahwa dorongan
revisi tersebut atas dasar untuk
menjegal salah satu calon yang
akan maju di Pilkada.

Menurut Ade, dalam penyu- -
sunan UU tidak boleh mengaitkan
kepentingan satu orang, tapi lebih
menekankan pada kepentingan
publik. “Tidak boleh kita menyu-
sun UU atas dasar hak seseorang,
hak tertentu. Kita bicara untuk
kepentingan’ republik ini. Jadi
jangan dikait-kaitkandengansalah
satu orang,” katanya.

Revisi UU Pilkadamerupakan
inisiatif pemerintah dan dalam
Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) Fraksi di DPR, ada usulan
untuk meningkatkan persyaratan
calon independen sebagai azaz

- kesetaraan. .

Sebelumnya, pihak Istana -

" Kepresidenan  tidak mau revisi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur,

S tidak sefuju dilakukan Bupati, dan Wali Kota dijadikan
revisi. . ; :
Th il . ajang untuk memperberat calon
. .Jadl ka]qu Pellci ‘sgperu yang maju dari jalur independen.
itu (tidak setujurevisiUUPilkada) . :
DPR pastiti dgxk Ak e kon “Jangan sampai perubahan itu
pas aa (revisi UU Pilkada) dimaksudkan

diri maunya DPR,” kata Ade di
Gedung Nusantara III, Jakarta,
Kamis: -

_ Menurut dia, kedua pihak
tersebut harus memiliki satu kesa-
maandalammenyusunsebuah UU
sehinggatidakmungkinhanyasatu
pihak yang sefttiju-dilakukan pem="""
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untuk menutup atau menghalang-
halangi calon dari independen,”

A Liln s ~ kata Sekretaris Kabinet Pramono

_ Ade mengafakan Galam pem-  Ayno di K ompleksIstanaKepres-
b:'sha_sanUU,harusgnehbatkandua idenan Jakarta, Rabu.

; P pemqnntah dan B, Pramono mengatakan pemer-
dan apabila salah safu pihak tidak - ;) beranggapan UU tersebut

0 tlrpde;lzte)t.mull;malliapembahasannya’ sudah cukup baik sehingga tidak
. 1o Deljght perlu direvisi.

Menurut dia, apabila DPR RI

tetap ‘ngotot’ ingin merevisi den-

gan salah satu poinrevisi memper-
berat syarat bagi calon yang maju
dari jalur independen, eksekutif

impin Daerah Independen




